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BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 421.1/Kep.532-DISDIK /2021
TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2019 - 2023

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa sebagai upaya mendukung peningkatan akses dan
mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas,
perlu peran dan motivasi dari Bunda Pendidikan Anak Usia
Dini;

bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini adalah predikat yang
diberikan kepada Istri Kepala Pemerintahan baik di tingkat
pusat maupun tingkat daerah yang merupakan penggerak
utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia
dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya
layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak
Usia Dini Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2019 - 2023.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851});

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5105}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1279);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Ibu Dra. Hj. DEDEH KARNA SOBAHI, M.Pd. sebagai
Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Majalengka Periode
Tahun 2019 - 2023.

Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1.

2.

Melakukan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di
Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

Membentuk kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini
Tingkat Kabupaten, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan,
Organisasi Mitra, Profesional dan/atau pemangku kepentingan
lainnya;

Melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan
dengan berbagai lembaga dan organisasi;

Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan
Anak Usia Dini setiap tahunnya;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan
Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kabupaten;

. Melakukan pendampingan, koordinasi sinkronisasi dan

sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan
layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Membuat pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak
Usia Dini tingkat Kecamatan.

Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan
Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten kepada Bunda
Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Provinsi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di
dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 Mei 2021
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